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| | A. PENGADILAN HUBUNGAN
 INDUSTRIAL .

. Pengadilan - Hubungan - Industrial

| | (Pengadilan HI) merupakan pengedilan
|| khusus yang berada pada lingkungan
| peraditan umim, - yang dibentuk - pada.
| | Pengadilan Negeri ‘dan pada Mahkarnah-
j | Agung. Tugas dan berwenang Pengadilan- -

' | bahwi<hukum acara ‘yang berlaku-pada
' Pengadilan HI adalah Hukum Acara
Perdata yang berlaku pada Pengadilan

_'f_-HI, ‘memeriksa dan memutus: 1) di

" 'Zflztingkat pertama mengenai perselisihan: a)

|'hak, dan by PHK, dan 2) di tingkat ;
| dalam _lingkungan Peradilan  Umum, |

- persefisihan a) kepentingan,-dan by-antar-

SP/SB dalam satu perusahaan (Pasat ! butir
17, Pasal 55, dan 56 UUPHY).

Untuk menjamin penyelesaian yang cepat,
tepat, adil
perselisihan hubungan industrial (PPHI)

dan murah, penyelesaian

melalui Pengadilan HI yang berada pada
lingkungan peradilan umum dibatasi
proses dan tahapannya, dengan tidak
membuka kesempatan untuk mengajukan
upaya banding ke Pengadilan Tinggi.
Putusan Pengadilan HI yang menyangkut
perselisihan hak dan perselisihan PHK
dapat langsung dimintakan kasasi ke MA,

Sed#ngkan: _ putusan Pen_ga;:lilaﬁ i

JHI  yang menyangkut perscllisi_han

kepentingan dan perselisthan antar SP/SB

dalam satu perusahaan, merupakan

putusan tingkat pertama dan terakhir
'yang tidak_ dapat dimintakan kasasi ke

Dalam  UUPPHI, ditentukan

kecuali yang diatur secara khusus datam | |

UUPPHL

B. KELEMBAGAAN

Untuk pertama kali dibentuk
HI pada PN
Kabupaten/Kota yang berada di setiap

Pengadilan setiap
Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya
meliputi provinsi yang bersangkutan. Di
Kabupaten/Kota terutama yang padat
industri, dengan Keputusan Presiden
dalam waktu 6 bulan sesudah UUPHI
berlaku, egera dibentuk Pengadilan HI
setempat.
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1 Untuk DKI Jakarta yang memiliki lebih
dari maka
Pengadilan HI yang dibentuk untuk
pertama kali adalah Pengadilan HI pada

satu Pengadilan Negeri,

: PN Jakarta Pusat (pasat 59 uuPPHY).

| ~ Dalam hal di ibukota provinsi
terdapat PN Kota dan PN Kabupaten,
maka Pengadilan HI menjadi bagian PN
Kota. Untuk menjamin penyelesaian yang
cepat, tepat, adil dan biaya ringan, PPHI
melalui Pengadilan HI, dibatasi proses

dan tahapannya dehgan} tidak membuka

kesempatan untuk mengajukan upaya
banding ke Pengadilan Tinggi.

| Pengadilan HI yang memeriksa
 dan mengadili PPHI dilaksanakan oleh
| majelis hakim yang beranggotakan tiga
orang, yakni seorang hakim PN dan dua
orang hakim ad-hoc yang pengangkatan-
nya diusulkan oleh SP dan OP.

C. PROSES PENYELESAIAN
PERKARA

Proses penyelesaian perkara pada |

tingkat Pengadilan Negeri seperti berikut
ini.

1. Pencatatan Gugatan

Dalam hal mediasi atau konsiliasi tidak
mencapai kesepakatan, salah satu pihak

dapat mengajukan gugatan ke Pengadifan
HL

|tidak

- Gugatan diajukan  kepada | |
Pengadilan HI yang daerah hukumnya _
meliputi tempat pekerja bekerja. Untuk | |
gugatan yang melibatkan lebih dari satu
penggugat, dapat diajukan secara kolektif |
dengan miemberikan kuasa  khusus. '
Sampai padg'_\iingkat pencacatan gugatan 1
ini, péﬁgg’ugdt dapat scwaktu?waktu
rriencabut gugatannya. Surat gugatan yéng '
diajukan oleh penggugat, dilampiri
'de.n_ga'n_ risalah penyelesaian, atau bukti
bahwa._ upaya 'perundingan teléh
dilakukan, namun tidak berhasil, sebagai | |
buktitelah dilakukan upaya penyelesaian :
di _luir pe_ng_adilan. Karena gugatan yang | ¢
dilampiri ~ dengan | risalah |
penyelesaian skan dikembalikan kepada
penggugat (Pasal 83 ayat (1) UUPPHI). |

Surat gugatan yang telah lengkap
dimaksud, didaflarkan pada  Sub
‘Kepaniteraan Pengadilan HI setempat.
Panitera atau panitera,pengganti mencatat | |
surat gugatan dimaksi._td dalam daftar
khusus yang memuat: A) nama lengkap
dan alamat atau tempat kedudukan para
pihak, b) pokok-pokok persoalan yang
menjadi perselisihan atau objek gugatan,
dan ) dokumen-dokumen, surat-surat
dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh

PENSEUEAL (Pasel 75 apat (1) butir b dun Pasel 83 apar

(3) UUPPHI;,
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: Panitera muda sub kepaniteran
| Pengadilan HI, akan meneliti berkas
perkara dan mcnetapkan rencana blaya
perkara yang “harus  dibayar oleh
penggugat sebagal p:_mjar. Selanju'ﬁlya,
penggiigat/para peﬁggugat akan dimintai
panjaf biaya pérkara, guna kelancaran

pelaksanaan jalannya pcmldangan scpcrt:

biaya pemanggilan para plhak, saksx atau |

pemberrtahuan Ialnnya oleh _]lll‘l.l sita.
Namun, apablla gugatannya bernilai
kurang dari 150 _|uta ruplah penggugat
tidak dikenakan biaya perkara Semua

blaya perkara, termasuk bxaya eksekusn,

terhadap gugatan yang mlamya kurang

dari 150 juta ruplah tidak dibebankan
kepada para plhak yang berperkara (Pasal 58

UUPPHI).

a. Pemanggilan Para Pihak

Setelah  hari
ditetapkan,

sidang .pc:tatﬁa
dilakukan
pemanggilan para pihak (Relaas, Risalah

selanjutnya

i | Panggilan, atau Exploit). Tenggang waktu

pemanggilan dengan penetapan haﬁ-

sidang minimal tersedia tiga hari kosong.

balam perkara  perdata  umum,
pemanggilan dilakukan oleh jurusita.

Panggilan disampaikan kepada para pihak

langsung di t:mpat' tinggalnya masing-

masing dengan dibuat berita acara yang

_l;ednaman _yang tera_khlr.

penggugat,
.mengajukan ©  permohonan. -

ditandatangi  oleh penertma surat | |

panggllan dan _]Ul'tlSlta

Pemanggllan untuk datang ke |,
sndang dilakukan secara sah apablla 1
disampaikan dengan surat panggllan |

‘kepada para pihak di alamat tempat 1
tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya

tidak diketahui ~disampaikan di - tempat

._kedxaman terakhlr Apabila pihak yang |

dlpanggll__tlda_k ada di tempat tinggalnya :
atau tempat tinggal kediaman terakhir, |
surat panggilan disampaikan melalui |

' kepala kelurahan atau kepala desa yang

daerah hukumnya mellputl tempat tinggal

pihak Sfang dipanggil atau tempat

~ Penerimaan | |

surat panggilan oleh pihak yang dipanggil

sendiri atau melalui orang lain dilakukan
dengan tanda penerimaan. Apa!iil_a
tempat tinggal maupun .tcmpat kédiaman
terakhir . tidak dikenal, s_ufat_ panggilan |

ditempelkan pada tempat pengumuman di

‘gedung Pengadilan HI yang memeriksa

perkaranya (Pasel 89 apar (2) d {5) UUPPHI).

b. Sita jaminan

- Pada prakteknya, =~ pihak
dalam gugatannya .selaly
untuk
dilakukan sita jaminan.
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 Panitera muda sub kepaniteran
| Pengaditan HI, akan meneliti - berkas
| perkara dan rrieneta’pkari rencana biaya
perkara - yang harus ~dibayar oleh
penggugst sebagai panjar. Selanjutnya,
penggugat/para penggugat akan dimintai
panjar biaya perkara, guna kelancaran
pelaksanaan jalannya persidangan, seperti
biaya pemanggilan para pihak, saksi, atau
pemberitahuan lainnya oleh' juru sita.
Namun, apabila gugatannya bemilai
kurang dari 150 juta ruplah, penggugat
ttdak dlkcnakan biaya perkara. Semua
baaya perkara, termasuk biaya eksekusn,

' terhadap gugataﬁ_ yang nilainya kurang

| dari 150 juta rupiah tidak dibebankan
d | kepada para pihak yﬁng_ berperkara (pass) s
| | vurpnn. “ '

_ a. Pemanggilan Para Pihak

| Setelah hari-
' - ditetapkan,

sidang pertama
dilakukan
| pemanggilan para pihak (Relaas, Risalah
Panggilan, atau Exploif). Tenggang waktu
pemanggilan dengan - penetapan hari
sidang minimal tersedia tiga hari kosong.
Dalam

selanjutnya

- perkara  perdata  umum,

| peitianggilan dilakukan oleh jurusita. |

| Panggilan disampaikan kepada para pihak
langsung ‘di- tempat tinggalnya masing-

| | masing dengan dibuat berita acara_yang

ditandatangi-. oleh penerima  surat
panggilan dan jurusita.

--Pemanggilan - untuk datang ke
sidang -dilakukan secara sah apabila
disampaikan dengan -surat panggilan
Kepada ‘para pihak di alamat -tempat
tinggslrya atau apabila tempat tinggalnya
tidak diketahui disampaikan di tempat
kediaman terakhir. Apabila pihak yang

dipanggil tidak ada di tempat tinggalnya

atau tempat tinggal kediaman terakhlr,

surat - pan.xlan disampaikan melalui |

kepala elurahan atau ‘kepala dcsa yang
_d_al:rah _hu_icum_nya n;neliputi tempat tinggal
pihak yang dipanggil atau tempat
kedi_an_ian yang terakhir, Pcheﬁihaan
surai panggllan oleh pihak yang dipanggil | |
sendiri atau melalui orang lain dilakukan
dengan tanda | penerimaan. Ap;abil.a
tempat tinggal maupun tempat kediaman
terakhir tidak dikenal, surat panggilan
ditempelkan pada tempat pengumuman di
gedung - Pengadilan HI yang memeriksa

perkaranya (Pasal 89 ayat (2) 5/d (5) UUPPHY.

b. Sita jaminan

Pada prakteknya, pihak
penggugat, dalam gugatannya selalu
untuk

mengajukan - permohonan < .

dilakukan sita jaminan.
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Petitiotiorian sita dilakukan karera

| diperlukan'tindakan sedemikian rupa agar
; tergugat
curang . ‘yang -akan . dapat .
| penggugat, dengan ‘cara mengalihkan,
| menjual - -ataupun.  memindahtangankan
| | barang yang dituntut untuk dijadikan
| | jaminan, kepada orang lain. Sita jaminan
| dapat Sita Reviﬁdi_kg_tor

_ (Revmdlcato:r

merugikan

berupa
Beslag)

' 226,227 HIR dan Pasal 260, 261 RB). .
. _ Pengajuan permohonan  sita
Jamman dalam gugatan PPHI juga dapat
.d|lakukan Khususnya

| tuntutan agar majells hakim men_}atuhkan

apablla ada
putusan sefa. Apablla selama pemenksaan
sengkcta masik berlangsung ditetapkan
tidak
ditaksariakan - oleh pengiisaha, - hakim

| adanya putusan “sela dan

ketua sidang dapat memérintahkan sita
| | pengaditan  HI. . Putusan. dan
penetapan sita jaminan, tidak --dapat
diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat
digunakan upaya hukum (Pesel 96 g ()

sela

| GUPPHI).

} | 1). Sita Revindikator .
| | Permintaan  sita.  revindikator . dapat
} | dilakukan baik secara lisan atau tertulis.

| adanya keadaan ‘mendesak; -sehingga

tidak melakukan ~perbuatan

Sita
" Konservator (Conservatorr Beslag) (Pasal.
_ revmd:kator

" “Tejuan penyitaan- revindikator | }
dimaksudkan : agar “penggugat . dapat

memperolch - haknya - kembali - - atas

barangnya- yang - berada pada tangan ||
tergugat. Sita -revindikator  hanya” dapat
dilakukan terhadap barang bergerak milik | |
penggugat yang dikuasai oleh tergugat.
Apabila hendak dilakukan permohonan | §
sita revindikator, supaya dicantumkan

dengan dengan jelas, 't_egas dan terperinci
jenis barang yang akan disita, dengan
ﬁehyébuta;i "ciﬁ-c'ixﬁnyan Peﬁnohonan sita
yang dlkabulkan tidak
memmdahkan barangnya secara f sik,
karena barang yang dlkabulkah untuk
disita tetap berada dltangan tcrgugat
Penyltaan itu dilakukan hanya dalam
benfuk penepatan” oleh majelis- fiakim,
perkara dimzil'céild:'
Penyitaannya dllakukhn
panitera/jurusita PN, ‘dengan disaksikan

yang menangam

oleh dua orang saksi.

- Apabila dalam sidang selanjutnya
gugatan :penggugat dikabulkan untuk | |
seluruhﬁya,- .maka .amar: putusan : hakim
tentang sita: revindikator dinyatakan syah | |
dan berharga, sehingga tergugat dihukum | |
wntuk . menyerahkan barang tersebut

| kepada penggugat. Bila gugstan ditolak, | |

sita revindikator aken diangkat/dicabut.
Dalam hal gugatan dikabulkan scbahagian,

Lo e PO e Aol
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| | untuk

{ | sita revindikator hanya untuk barang-
J |barang yang dikabulkan dan yang
| dinyatakan syah dan berharga, sedangkan
‘barang
penyitaannya akan diangkat,
2) Sita Konsevator '
Permintaan sita- konservator juga

lainnya  perintah

dapat dilakukan baik' secara lisan atau
tertulis. Tujuan - penyitaan konservator
dimaksudkan agar tergugat tidak' dapat
-melakukan  perbuatan - untuk
menghilangkan barang guna memenuhi

lagi

kewajibannya kepada - penggugat. Sita
konservator dapat dilakukan terhadap
barang bergerak maupun barang tidak
bergerak ‘milik penggugat yang dikuasai
oleh terguigat. Tidak boleh dilakukan sita
konservator atas barang_-bar'ang yang
dipergunakan untuk
perusahaan tergugat (Punsam MA~ Nomer:
206K/S1955).
Apabila

menjalankan

hendak  dilakukan
permohonan sita konservator, terhadap
barang tidak bergerak milik- tergugat,
beberupa tanah, supaya dicantumkan
dengan dengan jelas, tegas dan terperinci
luas dan batasnya, dan tanah dimaksud
| benar-benar  dikuasai .tergugat.
i | Sebagai akibat dari penyitaan dimaksud,
{ | maka sejak tanggal pendaftaran sita, pihak

oleh

j | tersita__ dilarang untuk menyewakan,

“hakim,

akan  diangkat/dicabut. Dalam

-"mehgdlihkﬁn' atau menjaminkan - tanah
yang disita dimaksud. Semiua tindakan |

tersita  yang * bertentangan  dengan |

' larangan dimaksud, batal demi’ hukum |-
(null and void). Sedangkan barang Vang
| disita, tetap berada - dibawah kekuasaan

tergugat. Penyitaan itu dilakukan hanya
dalam bentuk penepatan oleh majelis
yang
dimsksud, yang penyitaannya dilakukan

ineniangani perkara

‘oleh_pahiterafjurusita, yang disaksikan | |

oleh dua *orang saksi (SE M4  Nomor

© - Apabila © kemudian  gugatan

‘pénggugat dikabulkan untuk séluruhnya,

amar * putusan - hakim '~ tentang sita
revindikator 5
berharga. Apabila gugatan ditolak (riet | |
onvankelijke verklaard), sita konservator | |
hal
pugatan dikabulkan sebahagian, sita
konservator tidak dapat ditakukan, dan

dinyatakan syah dan

‘perintah penyitaannya akan diangkat. Sita

konservator yang merupakan $ebuah
rumah atau sebidang tanah, tidak dapat

dilakikan sebahagian, tetapi harus

dilakukan sebagai satu kesatuan,

2. Proses Persidangan

Dalam proses persidangan, mungkin para
pihak * langsung hadir pada “sidang

pertama, namun tidak jarang terjadi salah
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satu pihak tidak hadir, baik penggugat

I maupun tergugat. Apabila para pihak telah
hadir,
selanjutnya, yaitu

sidang = dimulai  ketahapan
“melakukan . upaya
| perdamaian, Bila upaya perdamaian tidak
berhasil,

pemeriksaan, yang mungkin dilakukan

dilanjutkan dengan acara

dengan acara cepat atau acara biasa.

~ . Dalam acara pemeriksaan di dalam
persidangan, dimulai dengan pembacaan
gugatan, -
kesempatan untuk menjawab gugatan,
yang dilajutkan
pengugat atas jawaban tergugat. Tergugat
diberi kesempatan sekali - lagi untuk
memberikan jawaban. Apabila para pihak
tidak lagi saling. ingin memberikan
penjelasan tangkisan,

atau . acara

selanjutnya melakukan' pembuktian dari |

penggugat . atau. tergugat. Bila perlu
dimintakan kesaksian - dari saksi, ahli
mengenai  perkara. dimaksud. Setelah
acara  pembuktian, para pihak akan
mengmnbil kesimpulan,  yang biasanya
untuk kepentingannya. Setelah para pihak
menyampaikan kesimpulannya, majelis
hakim
i | perkaranya. L _
| a. Kehadiran Para Pihak

mengambil - putusan

selanjutnya tergugat diberi ;

dengan  tanggapan |

atas |

pihak tidak = dapat -menghadifi. sidang, i
ketua majelis hakim menetapkan hari

sidang.  berikutnya. Hari . sidang ﬁ:
berikutnya ditetapkan dalam  waktu | |
selambat-lambatnya - tujuh har kerja | |
terhitung  sejak tanggal penundaan.

Penundaan sidang . dimaksud dapat | |

diberikan sebanyak-banyaknya dua kali ||
. penundaan (Pasaf 93 UUPPHI).
1) . Tidak Hadirnya Penggugat

. Dalam - hal penggugat atau kuasa
hukumnya yang sah setelah dipanggil

. secara patut, tidak hadir di Pengadilan | |

. . pada sidang penundaan terakhir, atau
setelah dilakukan dua kali penundaan,

. gugatannya dianggap gugur, akan
tetapi penggugat berhak mengajukan

. gugatannya sekali lagi. (Pasat 94 ayar.(
UUPPHY).

_Tidak Hadirnya Tergugat .

Apabila yang tidak hadir mémenuhi
panggilan adalah tergugat atau kuasa
hukumnya yéng sah setelah dipanggil
‘secara patut sebanyak tiga kali, tetap
tidak datang menghadap Pengidilin
- pada: “sidang - periundaan terakhir, | §
‘maka
“mémeriksa dan memutus perselisihan
‘tanpa  dihadiri tergugat’ - (putusan
“verstek) ol 94 ayat y UPPHE. -

majelis  hakim - dapat

Apabila salah. satu pihak, atau para
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(1 4) Para Pihak Hadir —

 Pada sidang pertama mungkin
""_ para pihak hadir di persidangan. Apabila
para pihak hadir, maka persidangan yang
|| pertama
- pemeriksaan, Selanjutnya majelis haknn

dimulai  dengan  acara
akan menganjurkan penyelesaian secara
i damai, bila perlu membantu perundingan.
‘| Sidang majelis hakim terbuka untuk
I umum, kecuali majelis hakim menetapkan
| lain. Setiap orang. yang hadir dalam
pers:dangan wajib menghon'natl tata fertib
persidangan.
mentaati tata tertib persidangan setelah
: atay atas

Setiap orang yang tidak

: mendapat peringatan  dari

| perintah ketua majelis hakim, dapat

1 dikeluarkan dari ruang sidang.
b. Acara Pemeriksaan

D Upaya Perdamaian

-_ Dalam proses perkara, yang mengatur
kepentmgan
baik sebagai  pribadi
| maupun  sebagai badan hukum, apabila

hubungan hukum dan

| pérseorangan,

terjadi pemkalan diantara para pihak,
pada penyelesaian di semua tingkatan,
| selalu” dikedepankan upaya penyelesaian
- melalui perdamaian. Penyelesaian secara
:_ damai diyakini paling memuaskan dan
| memenuhi rasa keadilan para pihak yang
| berperkard. Hukum ketenagakerjaan juga
| menganutasas yang sama.

27

Dengan hadlmyapara plhak emenuhl- '

panggilan, sidang dapat dimulai. Setelah
menempuh prosedur, |dent|f1ka51 para
pihak yang berperkara secara lengkap,
masmg-masmg pihak dlbcrt kesempatan
untuk meneliti bukti diri ataupun kuasa
para plhak diteliti oleh para p|hak sesual
dengan aslinya.

Langkah pertama yang dllakukan haklm
dalam memulai persidangan pertama
adalah menganjurkan dan mcngusahakan
perdamalan diantara para pihak yang
berperkara Tujuan dllakukannya upaya
perdamala;n untuk; (a) memperbaik:'
hubungan para ‘pihak yang bersengketa, |
) ménghasilka'n kesepakatan, © |1

kompromi dalam kesepakatan mampu i}

mcnyelesalkan kepentingan yang berbeda | |
of @
menyelaraskan tindakan dan 'kep'cn;-' |
tingan untuk masa depan bersama cpase! 130
HIR dan JQ RBg dan M. Yakya Harchap dalam Liftk
Malpodi, 2002).

Upaya perdamaian dapat dilakukan, di

dalam ataw di
Perdamaian yang dilakukan diluar
persidangan tidak melibatkan _hakim.
Apabila  dag
berdasarkan  hukum ___
pe_rdar_naian tersebut dib_uatkan' Akta
aian, dalam UUPPHI disebut
dengan Perjanjian Bersama (lsB).

(conﬂ:c intereresi),  dan

luar  persidangan.

dapat dilakukan perdamaian, |
acara perdata,

Perdamaian,
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|| PB  sekirang-kurangnya memuaty | (a)

| nana fengkap dan alamat para pihak; (o)

f tanggal dan tempat penundingan,” (c)

pokok ‘masalah atau alasan perselisihan,
; (d) pendapat para ‘pihak, (¢) kesimpulan
perundingan, dan (f) tanggal serta
mdamgg,n para plhal( yang melakuka'n

+ perundingan (Pasat 6 dan 7 ayar (1) vUPPHY).

PB dimaksud mengikat dan menjadl.
| hukum serta wajib dnlaksanakan oleh para

§ pihak. Selanjutnya PB wajlb didaftarkan
oleh para plhak yang mclakukan
perjan_pan kepada Pengad:lan HI di

wnlayah para pihak mengadakan PB. PB'

' yang telah didaftar, diberikan akta bukti
‘) pendaﬁaran dan merupakan' bagian yang
| tidak terplsahkan dari PB R

~ Apabila PB tidak dltaksanakan
oleh salah satu plhak, pihak yang
' dlruglkan dapat mengajukan permohonan
eksekusi kepada Pengadslan HI di wnlayah
PB didaftar untuk mendapat penetapan
|| eksekusi. Apabila pemohon eksekusi
| berdomisili di luar PN tempat pendaftaran
| PB dilakukan, pemohon eksekusi dapat
| “eksekisi
|| melaiui Pengadilan HI di wilayah domisili
1 pemohon eksekusi untuk diteruskan ke
Pengadilan ~HI  yang
| melaksanakan eksekusi.

| | mengajukan ~ permohonan

| kbhibéfeh

Dengan demikian dalam PPHI tmeskipun| |

péf&ﬁiﬂéian'dilaliﬁkaﬁ"dihi&r pengadilan,
apabila dilakukan sesuai dengan tata ‘cara’
dan persyaratan " yang dltentuksn :
perdamalan ity mempunyal kekuatan :':

cksekutorlal (Pesal 7 UUPPHI).

Berdasarkan Hukuin Acar Peidata,| |

apabila perdamaiandilakukan di depan
pesidangan, hakim dapat ikui campur

dalam perdamaian itv, dan bila berhasil | §

dibuatkan akta perdamaian (acte van

verge!yk), yang ‘dibuat oleh para plhak

,yang kekuatan hukumnya sama dengan'

putusan hakim. Sebagal konsekwensmya,'
dengan terjadmya pcdamalan dimuka ';
hakim, apabila salah satu plhak ingkar |
janji, perkaranya ti_dak' dapat  lagi
dilakukan gugaﬁn""ke"‘ PN, akia|f
perdamalannya juga tidak dapat di- if;
bandlngfkasam, karena telah mempunyal.
k_ekuatan ‘untuk dapat dleksekusy(m..m.
mmm 975 KiSip/1973 tanggal 19 Febrmui 1976). ;s
l) Macam-macam Beracara |
Dalam PPHI

macam acara yang dapat d:lakukan, yaltu' K

d1tetapkan ada dua

dengan aoara cepat atau dengan acara

blasa

a).-Dengan Acara Cepat _ 1t
Apabila terdapat kepentingan para plhak- ¥

dan/atau salah satu pihak yang cukup

: WFOH-'.KWW?TMW#.?WG '
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mendesak yang harus dapat disimputkan’

dari alasan-alasan permiohonan dari yang
berkepentingan, para pihak dan/atau salah
satu pihak dapat” memohon kepada
Pengadilan  HI
séngketa dipercgpat. Dalam jangka waktu
tujuh hari Kerja setelah ditei'imanya
dimaksud, Ketu_h PN

penetapan 'tcntang
dikabulkan ~atau tidak dikabulkaﬁn_ya
permohonan tersebut. Terhadap penetapan

supaya pemeriksaan

permohonan

mengeluarkan

dimaksud tidak digunakan upaya hukum

(Pasal 98 UUPPHY).

Dalam pemerikéaan dengan secara
cepat, Ketua PN dalam jangka wakiu
tujuh hari kerja setelah dikeluarkannya
penetapan dimaksud, menentukan majelis
hakim, hari, tempat, dan waktu sidang

tanpa melalui prosedur pemeriksaan,

i | Yang dimaksud dengan pemeriksaan

tentunya  pemeriksaan  atas

kelengkapan dan persyaratan formal atas

disini,

berkas perkara, misainya kompetensi
relatif, bukti telah dilakukan perundingan
atau  konsiliasi/mediasi, kelengkapan
gugatan, kuasa khusus para penggugat.
'Tenggang waktu untuk Jawaban dan
pembuktlan para pihak dalam acara
pemeriksaan secara cepat, dltentukan
tldak melebihi 14 hari kerJa {Pasal 81 s/d 84 dan

Pasal 99 UUPPHI).

‘perintah  kepada

b). . Dengan Acara Biasa

Proses pemeriksaan dengan acara biasa,
dilakukan. - dengan penetapan majelis

hakim oleh ketua pengadilan. Dalam
waktu selambat-lambatnya tujuh ‘“hari
kerja sejak ditetapkan, ketua majelis
hakim harus sudah melakukan sidang
pertama. Pemanggilan untuk datang ke

sudang dilakukan secara sah menurut

.ketentuan hukum acara.

Apal_:u_la dalam pcrsudangan pért_ama,
éécéra n);;ﬁ-nyata pihak pengusaha
terbulm ‘tidsk~  melaksanakan
kewa_nbannya,  berupa  melakukan
tmdakan skorsing dalam proses PHK dari

‘tidak membayar upah dan hak-hak yang
‘biasa ditetima peketja, selama proses

‘pérkaratiya “berlangsung, hakim ketua

sidang menjatuhkan putusan sela berupa
‘pengusaha  untuk
membayar upah beserta hak-hak lainnya
yang
bersangkutan. Putusan sela. dimaksud

yang biasa diterima pekerja

dapat dijatuhkan pada hari persidangan

ith- juga atau pada - hari persidangan

~kedua.- Dalam hal selama pemeriksaan

_sengketa masih berlangsung dan putusan

sela. tidak juga dilaksanakan oleh
sid__g_n_g

_dalam 1

pengusaha,  hakim  ketua
memerintahkan

sebuah penetapan Pengaditan HI.

sita jaminan
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| Putusan sela dan penetapan sita’ jaminan
| | dimaksud  tidak ~ dapat
|| perlawanan dan/atau tidak upaya hukum
lainnya (Pasal 96 UPPHI).

diajukan |

3) Pembacaan Surat Gugatin

Tidak tercapainya perdamaian
acara persidangan. Perkara kemudian
dilanjutkan dengan pembacaan surat
gugatan oleh penggugat.
pembacaan suat 'gugata'ﬁ, hakim akan

Selesai

gugatannya atau  akan

| perubahan  terhadap gugatan.

melakukan
Setelah
penggugat menyatakan
sidang dilanjutkan dengan mendengar
| | jawaban tergugat.
i Dalam praktek, :biasanya tergugat
meminta penundaan  sidang,
menyusun jawaban tertulis.
4) Jawaban Tergugat’

Dalam persidangan -
merupakan tergugat -
memberikan tanggapan atau sanggahan

giliran untuk

pada umumnya berisikan: a) eksepsi, b)

(rekonvensi),
(petitum).

dan d)  permohonan

diantara para pihak, dicatat dalam berita ‘materinya atau eksepsi material. Untuk

1). Eksepsi

menanyakan apakah penggugat tetap pada

pendiriannya, | |

untuk |
kedua, |

atas gugatan penggugat. Jawaban tergugat |

|| mengenai pokok perkara, ) gugatan balik |

a). Eksepsi . -
. Eksepsi bcns:kan tangklsan, sebagal
Jawaban tergugat bukan mengenai pokok
perkara, biasanya mengena.i ségi formal
gugatan. Pada dasamya
tangkisan dari tergugat blasanya terhadap f

dari surat

dua hal, yaltu mengenai acaranya atau

c!csepsn prosesml dan mengenal

lebih jelasnya diuraikan seperti berikut

ini;
mengenai  acaranya atau
ekscpm"
- Eksepsi
- (a) Tangkisan dalam hukum acara
“tentang  tidak
pengadilan . secara
(absolute competentie),
misalnya

‘prosésuil  (procesueel).

mengenai prosesuil - dapat

- berwenangnya
.-absolut
seperti
. berwenangnya pengadilan untuk
mengadili karena
- merupakan - wewenang  absolut
dari Peradilan Tata Usaha Negara
PT UN) (declinatoire exeptie);
(b) Perkara yang dlajukan adaléh
perkara yang telah pernah 1
B dnsldangkan dan belum mendapat
akhlr
pengadllan padn tmgakt bandmg,
“sehingga  belum | |
kekuatan hukum tetap (inkrachr)
(exeptie litispendentie);

 mengenai -

perkaranya

penyelesalan dari

memiliki | §
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(c) Perkara yang dlajukan
perkara yang telah pemah
disidangkan -dan telah memiliki
kekuatan hukum tetap (inkrachs),
sehingga perkara yang sama tidak

dapat dua kali diajukan (ne bis in |

idem);

(d) Perkara yang diajukan ditolak,
karena mengandung cacat formal,
antara lain belum semua tergugat
ditarik sebagai tergugat (exeptic
plurium litis consortium);

(¢) Penggugat tidak berkedudukan
sebagai kualitas untuk mengajukan
gugatan, karena tidak mempunyai
hubungan hukum dengan tergugat

(exeptie disqualificatoire);

“(f) Perkara yang diajukan adalah
perkara yang ada  hubungannya
dengan perkara yang sedang dalam
proses pada lembaga pengadilan
atau lembaga yang berwenang,
yang belum mendapat putusan

" (exeptie connexiteif);

(g) Perkara yang diajukan adalah
perkara yang belum waktunya
diajukan  (premature)
tergugat - belum berakhir batas
waktunya untuk berfikir (exeptie

 Van Beraad).

karena

) Eksepsi material (materiale exeptie)
Yaity tangkisan - tergugat yang
* didasarkan pada hukum material, yang

dapat berupa cksepsi dilator atau
| eksepsi peremtor:

adalah

b).

- atas

a. ekseps: dtlator (dxlatou-e exep!fe), i

yaitu berupa tangkisan ~yang | fI
" berdasarkan pada hukum material | I
‘dan meminta agar perkara jangan | |-
diteruskan, atau ditunda. '
Misalnya karena para pihak
sedang dalam proses perdamaian
yang belum selesai; atau gugatan | §
belum jatuh tempo;
b. eksepsi peremtor (peremioire
yaitu eksepsi yang I
berdasarkam hukum  material
"dengan tujuan’
menggagalkan gugatan “térhadap

exeptie),

| , ;,:,pokbk perkara. M:salnya dengan

) “alasan kewajiban sudah dipenuhi
_ atau tuntutan telah kedatuwarsa

| . (Lﬂlk Mnbﬂd, 2002).

engenai Pokok Perkara _
Jawaban tergugat dalam pokok (¥
perkara merupakan jawaban yang |}
sesungguhnya, yang merupakan inti
dari jawaban yang diberikan tergugat

gugatan  yang  diajukan

:penggugat Tidak ada bentuk-bentuk

jawaban tertentu yang diatur oleh

“ketentuan hukum, yang " penting | |
“jawaban dibuat dengan I
‘berisi, padat, dan jelas. Bentuk
_jawaban dapat dilakukan sekaligus,

singkat,

dengan akibat apabila tidak diajukan'
sekaligus akan gugur. Atau jawaban
dapat diberikan secara bertahap, yang

~ dapat ' ménghambat cepatnya Jalannya

" persidangan.
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v ..I' mmi
.| berkara, scpanjang dalam pemeriksaan,
i jawaban dapat saja diajukan, dengan tetap

°} ayat (1) Rv, Retnowulan, 1985, dan Sudikno Mertokusumo,
-} 2002). . o .

: Jawaban yang diberikan tergugat
_' mengenai pokok perkara ini, dapat berupa
menyangkal, mengakui, atau
| mengemukakan fakta baru.

I 1) Menyimgkal

| Bentuk sangkalan itu adalah menolak
gugatan  tergugat, atau tidak

- menolak dalil-dalil yang diajukan
penggugat. Argumentasi sangkalan itu
biasanya didasarkan pada bukti otentik
yang dimikili tergugat, yurisprudensi,
atau pendapat para ahli (doktrin) (pasar
113 Rv).

- Mengakui
Ada ké‘lanya dalam mengajukan
tergugat
kebcﬁa’ran

“jawaban, secara  jujur
i'n_ejngakui

‘walaupun hal ity ‘mungkin tidak
dinyatakan

jawaban tertulis. Selanjutnya tergugat

secara
biasanya menyerahkan kepada majelis
* dalam putusannya.
Mengemukaksn Fakta Baru

| Dalam memberikan j#wa__ban dapat
pula terjadi tergugat mengemukakan

' menjaga kelancaran persidangan (Peset 114

tegas  dalam

hakim untuk mengambil kebijakan

sependapat dengan penggugat, dan

gugatan, |

kepentingan para pihak yang __fakta baru

Sehingga tel'gllgat I

berada - pada pihak yang benar.
.. Misalnya tergugat m_cmang tidak
“dapat memenuhi kewajibannya sesuai
dehgan yang: diperjanjikan, akan

tetapi_hal itu terjadi karena adanya [§.

keadaan memaksa (overmacht), atau
. tergugat dinyatakan palllt
. Gugatan Balik (Rekonvensi)
 Pada

waktu- menjawab - - gugatan

penggugat, tergugat
meldkekan gugatan balik (gugatan

dapat pula

' -rekonfrcnm) Gugatan balik dapat
d'plakukan secara tertulis’ atau lisan,

sepanjang hal itu dilakukan sebelum

- dilakukan pemeriksaan mengenai

pembuktian. Gugatan balik dilakukan

- bersama-sama dengan jawaban, dan

kedua perkara” tesebut disclesaikan |-

bersama-sama dalam satu putusan,
sepanjang tuntutan dalam gugatan
balik tidak melampau! kewenangan
hukum  majelis  hakim Yﬁng

. memeriksa perkara. Pada dasamya,

gugatan balik dapat dilakukan dalam

 semua perkara, kecuali dafam hal:

2) Penggugat rekonvensi bertindak | §
_ dalam kualitas tertentu, sedangkan |
gugatan  balasan
terhadap - diri ..priﬁadi penggugat
‘atau sebaliknya;

| ditujukan
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2) PN yang memenksa gugatan
" dalam konvensi tidak berwenang

untuk - memeriksa gugatan dalam
- rekonvensi; '
3) Perkara yang digugat rekonvensi

adalah - perkara  perselisihan

téntang pelaksanaan  putusan
hakim; '

4) Gugatan -rekonvensi ~ tidak
dilakukan pada tingkat
pemeriksaan di PN vt 132 don Pasal
157 den 158 RBg).

d).. Permohonan (Pefitum)
Permohonan merupakan |

: keslmpulan dari hal-hal yang diajukan
tergugat dalam jawabanya. Pada intinya
: adalah, meminta agar majelis hakim
| mengambil putusan dengan menolak atau
membenarkan  gugatan. Tidak ada
ketentuan mengenai bentuk dan susunan

| permohonan  dari

tergugat.  Dalam
prakteknya -ada yang melakukannya
dengan sekaligus. Dapat dilakukan

| demigan membagi jawaban, secara primer
menolak seluruh gugatan penggugat dan
subsidair, apabila - majelis  hakim
| | berpendapat Jain, mohon kiranya diputus
| dengan seadil-adilnya (Ex Eque et bono).
Dapat  juga dilakukan -~ dengan
" memisahkan, permohonan
dalam pokok

- membagi
| | dalam dalam eksepsi,

perkara, dan dalam rekonvensi.

EY Tanggnpan.l’enggugat (Repllk). |

- Tanggapan . penggugat- (replik),
merupakan - jawaban  kembali atas
jawaban - tergugat, sebagai jawaban
balasan dari penggugat atas - segala

tergugat dalam jawabannya. Baik yang
berupa-eksepsi, mengenai pokok perkara,
rekonvensi, maupun  petitum  dari
tergugat. - Dalam jawaban -rekonvensi, | [
pengugat menjawab schagai tergugat | |
| dalam rekonvensi (Pasal 142 Reglement op de :
Rechtverordering):

6) Tanggapan Tergugat (Duphk) _
| Dalam persidangan benkutnya
@ﬂ)gg), gll_l_rén tergugat untuk mendapat | :
kesempatan _ menjawab untuk  kedua |
kalinya (duplik). Dalam jawaban kali ini,
tergugat  diberi  kesempatan  untuk
meﬁjawhb rcplik dari tergugat. Dengan ||

untuk | |

demikian isi jawaban kcdua, merupakan
tanggapan atas replik dari penggugat.

7) Pembuktian

a). Pembuktian Oleh Penggugat
Setelah para Ipihak masing-masing diberi
kcsempatan beradu argumentasi melalui
repllkdan duplik, pada acara selanjutnya
blasanya kesempatan diberikan kepada

penggugat “untuk menyampalkan alat
bukti.

INFO HUKUM Vol .2 Tahon VIR, 2006

33

sesuaty- hal vyang disampaikan oleh:




{ ). Pembukfian Oleh Tergugat
| - Demikan juga, -tergugat . mendapat | .

kesempatan yang . sama
- ‘mengajukan alat bukti. yang dimiliki

-atau yang - ingin diajukan, - setelah

- penggugat mengajukan alat buktinya. |-

. Pembiktian oleh tergugat tentunya
- untuk menyanggah - keterangan- atau
bukti yang diajukan tergugat; sepérti
misalnya minta untuk dapat

- dihadirkan saksi. - -

| 8) Pemanggilan Saksi

‘| Untuk memperkuat argumentasi
|| pihak, biasinya mercka  mengajukan
| | saksi-saksi untuk di dengar keterangannya
| | di muka sidang. Atau dapat pula meniinta
' keterangan dari saksi ahli,
i pegawai  pengawas
mediator atau konsiliafor yang telah
pada tingkat

| penyelesaian diluar pengadilan.

| menengahi *perkaranya

a). Saksi
| Majelis hakim dapat memanggil saksi

atau saksi ahli untuk hddirj di

_permdangan guna
dldengar ketcrangannya Setiap orang

dimihta dan

yang dipanggil untuk memadl saksi

atau saksi ahli berkewajlban untuk-

rnernenuhl panggilan dan membenkan
kcsaksiannya di bawah sumpah.

untuk |-

para -

‘misalnya | -

. ketenagaketjaan,

- | persidangan -

-siapa - yang diminta |
- keterangannya oleh majelis hakim

Barang

-guna penyelidikan untuk PPHI, wajib

memberikannya  tanpa . syarat,
termasuk - membukakan . buku dan
- memperlihatkan - - surat-surat  yang | |
- diperlukan aset 90 vUPPHI).
b). Saksi Ahli
- Majelis hakim dapat pula memangg:l
- .-saksi ahi untuk -

keterangannya, Datam hal keterangan

dimintai

yang. diminta majelis- hakim terkait
dengan seséorang yang karena
3‘ﬂ!\?tatann)m harus mernjaga’ kerahasmn,
~ ditempuh prosedur scsuau dengari
peraturan pcmndang-undangan yang

" bertaku (Pasal 91 UUPPHY).

9 Kesmpulan _— B

Setelah proses pembuktlan selesaf |
dilakukan oleh para pihak, dan tidak ada
bukti yang - ingin diajukan, sementara ||

saksi yang diperiukan telah-pula didengar

keterangannya, -masing-masing - pihak
sampai pada kesimpulan dari hasil selama
berlangsung. - Pada
prakteknya kesimpulan yang dibuat oleh

| para.pihak tentunya yang menguntungkan

kepentingannya,

10) Pengambilan Putusan R
Apabila para pihak tidek - legi | [}

mengajukan penjelasan atau pembuktian,
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[ [Gar telah sampat pada kesimpuian, maka
| tahapan pemeriksaan telah selesai. Pada
gilirannya hakim akan mengambil putusan

untuk menyelésaian perkara.
Keputusan  hakim, adalah  suatu
pemyataan oleh hakim sebagai pejabat

yang diberi wewenang untuk ity
| dmcapkan di persudangan ‘dan bertujuan
mengakhm atau menyelésaiakn svatu
perkara atau sengketa antara para pihak.
Keputusan hakim merupakan suatu akte
penutup dari suatu proses perkara dan
putusan hakim itu discbut Vonnis yang
memuat kesimpulan terakhir mengeriai
hukum dari hakim serta memuat pula
akibat-akibatnya (Rubini dan Chidir Al 1974 don
Sudikno Mertokusumo, 2002).

Putusan hakim yang baik, memuat dua
persyaratan, yakm memenuhi kebutuhan
praktis.
kebutuhan teoriti artinya, sebuah putusan

teoritis ~ maupun Memenuhi
hakim itu harus dapat dipertanggung-
| | jawabkan dari segi ilmu hukum, karena
| | tidak jarang putusan dimaksud menjadi
yurisprudensi- ‘yang ~-dapat merupakan
sumber hukum yang baru. Sedangkan
yang memenuhi

dimasud  dengan

kebutuhan praktis, ialah bahwa dengan:

putusan itu diharapkan hakim . dapat

menyelesaikan perkara hukum yang ada .(2)'.Putusan Konstitatif

dan dapat diterima oleh kedua belah

pihiak ‘yang bersengketa ' dan masyarakat,
karena - dirasakan  adil, benar dan
‘berdasarkan hukum (sosiologi ‘hukum)
{Purwoto 5. Gundasnbrats, dulave LTk Mulyadi 2003)
Dalam putasan Pengadilan* HI
ditetapkan = kewajiban  yang harus
dilakukan dan/atau ‘hak yang harus
diterima oleh para pihak atau salah satu
pihak ~ atas

perselisihan

penyelesaian
industrial.
- majelis

setiap

hubungan-
Dalam  mengambil pitusan,
hakim ~ rhempertimbangkan-
‘perjanjian “yang ada, kebiasaan, daii

" hukum,

Kéadilan (pasar 97 dan 100 UU. PPAY.
a). Sifat Putusan
Putusan hakim * dapat bersifat putusan

‘deklarator, kon‘stitutif, atau kondeminator.
Ketiga ~ sifat putusan ini biasanya
‘metupakan satu kesatuan dalam putusan
yang diambil oleh hakim, sehingga
penyelesaian perkafan'nya “lengkap dan
{1). Putusan deklarator

“Putusan  deklarator  (declaratoir | |
yorinis), ‘adalsh putusan yang bersifat | |
‘menerangkarn, berupa membenarkan atau
| suatu

' mendlak untuk  menetapkan

‘keadaan’ ‘hukum yang dmyatakan oleh
‘pénggugat.

Putusan Kosistitutif (constitutive vonnis), -
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| menghapus bentuk suatu keadaan hukun)
| yang ada dan menetapkan keadaan hukum
| yang baru.: Misalnya putusan yang
menyatakan . hubungan kerja antara
pengusaha dengan pekerja berakhir.

(3). Putusan Koademnator

vonnis), adalah putusan hakim yang
bersifat menghukum salah satu pihak.
Misalnya menghukum ter.gugat
(pengusaha) untuk membayar uang
pesangon, . uang penghargaan masa
lainnya.
b). Jenis-jenis Putusan

Putusan dapat pula dibedakan menurut

jenisnya, dapat dibedakan ke dalam

akhir.
{1). Putusan Verstek:

adalah bentuk putusan yang dijatuhkan
oleh majelis hakim yang menyidangkan
perkara tanpa kehadiran tergugat, padahal
untuk itu tergugat telah dipanggil dengan
sepatutnya. Apabila tergugat lebih dari

tergugat,  dilakukan
| | pemeriksaan secara biasa, dan kemudian

sebagian  dari

dijatuhkan putusan biasa (contradictoir)

B | (Pasat 128 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg).

Mww.ammm

{ adalah suatu bentuk putusan yang bcrsnfat

_dlkabulkan sebahagian,

Putusan Kondemnator (condemnatoir

kerja, dan hak-hak pekerja (penggl'lgat:)\

putusan verstek, putusan sela, dan pﬁtusan

Putusan Verstek (default judgement) '

satu orang dan yang tidak hadir hanya

" Dalam pengambilan putusan vesie, | |

majelis hakim memutus dalam empat |
kemun_gkinah ISI putusan: _(a) scluruh
dikabulkan,  (b) gugatan
(c) . gugatan

gugatan

ditolak, atau (d) gugatan selumhnya tldak.

dapat diterima.

{a). Seluruh gugatan dikabulkan
Gugatan  akan dlkab.ulkan

selumhnya apablla (i) semua tergugat

tidak hadir dlpemldangan pa_da _han yang

telah diteftukan, (ii) tergugat juga tidak

_mengmmkan wakll.nya yang syah (m)

tergugat telah dlpangggll dcngan

sepatutnya, (iv) petitum yang dlajukan

tidak melawan hak, dan (v) petitum

beralasan,

{b) Gllgatan dlkabulkan sebahaglan .
Gugatan akan dlkabulkan sebaglan,
apablla ada baglan darl gugatan yang
ditolak, karena tldak beralasan dan tldak
berdasarkan hukum _

‘{c). Gugatan ditolak -

Gugatan - ditolak, apabila - ternyata
petitumnya ternyata melawan hak atau
tidak ‘beralasan dan  tidak berdasarkan

hukum.

(d). Gugatan seluruhnya tidak dapat ~
~ diterima

- Gugatan  penggugat dinyatakan
sefurutmya tidak dapat diterima, apabila

- 36




 Tteryata di

{ kesalahan formal.

" Misalnya subyek dari orang yang
| | digugat tidak benar, dan kualitas orang
| yang mengajukan gugatan adalah orang
| yang tidak berhak. Atau mungkin pula
oleh

surat gugatan ditandatangani

i seorang ~ kuasa yang tidak mempunyai

surat kuasa khusus.

(2). Putusan Sela

‘Dalam Hukum Acara Perdata
| | dikenal adanya putusan sela. Dalam
| | prakteknya putusan sela diucapkan di
dalam persidangan, namun tidak dibuat
| | secara terpisah, tetapi hanya ditulis dalam
| berita acara persidangan. Putusan Sela
1 hanya dapat dimintakan banding bersama-.
banding
terhadap putusan akhir. Bentuk Putusan
Sela dapat berupa putusan preparator,

| sama dengan  permintaan

putusan interlokutor, putusan insidentil,
'+ dan putusan provisionel (Pasal 185 ayat
1 (1) dan Pasal 190 ayat (1) HIR, Pasal
Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 196 ayat (1)

Rbg, dan Pasal 48 dan Pasal 332 Rv).

Dalam  UUPPHI,

| penetapan putusan sela ini ditegaskan

| bahwa, permintaan  putusan

disampaikan bersama-sama dengan materi
1| gugatan. Putusan sela dapat dilakukan

" pada persidangan pertama atau yang

~dalam gugatan terdapat | kedua dihadiri para pihak. Putusan Seia |

mengenai

sela

dapat ~ ditetapkan  apabila  dalam | §
persidangan, ternyata  pihak. pengusaha { I -
terbukti tidak - melaksanakan i
jibannya, berupa melakukan tindakan

skorsing kepada pekerja yang sedang

kewa-

dalam - proses PHK, dengan' tidak
membayar upah beserta hak-hak lainnya
yang biasa diterima pekerja,

Jadi dapat diambil putusan sela

| yang berupa putusan provisional, yaitu

mengabulkan permintaan pihak
penggugat agar sementara proses perkara
berlangsung,  diadakan . tindakan

pandahuluan guna kepentingan ‘pihak
penggugat,  sebelum  putusan . akhir | {| -
dijatubkan. Apabila sclama pemeriksaan | §
sengketa masih berlangsung dan putusan
sela tidak juga dilaksanakan olch
pengusaha,  hakim
memerintahkan sita jaminan dalam
sebuah penetapan Pengadilah HI. Putusan
sela dan penetapan, tidak dapat diajukan | f
tidk dapat |||

digunakan upaya hukum @asat 96 CUPPHD. '

ketua  sidang _.

perfawanan  dan/atau

Sclanjutnya, apabila  dalam | | |
penyclesaian  perkara  persclisihan hak | |
da/atau persclisiban kepentingan diikuti
dengan perselisihan PHK, Pengadilan HI
wajib memutus terlebih dabulu perkara
persclisihan  hak  danfatan  persclisihan

kepentingan.
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| ["Untuk itu, ketua majelis hakim berwenang,

1 untuk- mengeluarkan putusan yang dapat
| dilaksanakan lebih .- dahulu,
\ putusannya diajukan perlawanan

' kasasi (Pasal 86 dan 108 UUPPHI).

_ '.Ketght_uaﬁ'.UUPPHl ini melh_aksa
; méjelis hakim untuk mengambil putusan
_ sela, khusus mengenai status hubungan
kerja antara pengusaha dcngan pekerja,
sebelum selan_]utnya memutus perkara
1 gugatan .lainnya, mis&lnyﬁ pérselisihan

| hak (pasat 1 busir 3 YUPPHY).

| (3). Putusan Akhir
: Putusan  Akhir
| merupakan putusan yang dijatuhkan oleh

(eind vonnis),

§ | majelis ‘hakim mengenai seluruh pokok
: perkara untuk mengakhiri - penyelesaian
gugatan diantara para pihak.

4D, UPAYA HUKUM
' - Hukum Acara Perdata mengenal

| dua bentuk upaya hukum; yang tentunya
f berlaku juga dalam ‘Hukum Acara PPHI.
- Kedua bentuk upaya hukum dimaksud
| adalah,

1 perlawanan (verzef), banding (revisi) dan

upaya  hukum biasa, berupa

‘| kasasi (cassatie), dan wvpaya hukum luar

| | biasa berupa peninjauan kembali (request
|| civity dan upaya pihak’ ketlga (derden

2 verzet) a

meskipun

atau

Suﬁtu .hal- yang: kﬁl..l.Sl,_lS. ”.Ian.l_ I
PPHI adalah, tidak dibuka upaya hukum
band__ing_ ke Pengadilan Tinggi. Oleh
karena itu, untuk selanjutnya tidak
dibahas mengenai upaya hukum banding.
1. . Upaya Hukum Biasa |

Untuk . menjamin penyelesaian
yang cepat, tepat, adil dan biaja ringan,
PPHI melalui Pengadilah HI yang l:_ic_ra_da:
pada lingkungan peradilan umum dibatasi | |
proses dan tahapannya, 'dengan': tidak | |
n'ie"rhbuka\_ kesempatan untuk mengajukan
upaya b'a_'_i‘ti"’tling ke Péngadilan Tinggi.

PHK, " dapat |
langsung dimintakan kasasi ke MA.
Sedangkan
mengenai kepentingan dan antar SP/SB

perselisihan  hak, dan

‘putusan  Pengadilan

ddlam  satu

yang tidak’ dapat di mintakan kasasi ke
MA (Pasal 56, 114 dan 115 UUPPHI).

Dengan demikian, upaya "hukum
biasa' dalam Hukum Acara Perdata yang
.dapat dilakukan para pihak dalam PPHI

hanya perlawanan dan kasasi.

a. Peflawanan
Upaya
(verzet) dilakukan tergugat atas putusan

“hukim  berupa  perlawanan

yang dijatuhkan dengan tidak hadlmya--_ |
tergugat (verstek). '
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periisahaan - merupakan |
putusan tingkat pertama dan terakhir | ||




-
e

tergugat kepada PN yang menjatuhkan
putusan versrek. Perlawanan terhadap
putusan verstek tidak  diputus - sebagai

perkara - baru (Pasaf 123 jo. Pasal 129 HIR, Pesal 153
RBy, dan Putusan MA Nemor; 307/Sip/1975)

Tenggang waktu dalam melakukan
upaya hukum perlawanan ini, ditentikan
sebagai berikut:

1) 14 hari terhitung sejak putusan versiek
dlberltahukan kepada terugat secara

. sah;

2) sampai dengan hari kedelapan setelah |

dilakukan pelasanaan putusan, dalam
hal pemberitahuan putusan verstek
tidak diberitahukan kepada tergugat
~ sendiri;
3) Hari ke 14 setelah dilaksanakan

perintah tertulis, apabtla tergugat tidak |

datang mcnghadap setclah dlpanggll

secara patut rpmw 129 oyt m, 196 dan 197 mn,

dan Pasal 153 ayat (I}, 207dan 208 RBg).
Dalam persidangan - perlawanan,
kedudukan " pelawan (opposant) tetap
sebagai tergugat. - Sedangkan beban
pembuktian dilefakkan ‘pada tergugat.
Perlawanan - terhadap -putusan - verstek
hianya dapat dilakukan sekali saja. Apabila
putusan - perlawanan  kembali diputus
. dengan putusan verstek, tergugat tidak
| dapat melakukan perlawanan: untuk yang

[ Gpaya perlawanan dilakukan sendiri ofeh

Upaya perlawanan tergugat dapat ditolak, | |

atau' dikabulkan. Apabila perlawanan
tergugat  ditolak, upaya  hukum

‘selanjutnya yang dapat dilakukan oleh.

tergugat dalah mengajukan - kasasi,
khusus untuk perkara perselisihan hak

dan PHK (Pasat 129 ayet (5) HIR, Pasel 153 ayet (6)
dan 200 RBy, dan Pasal 36 UUPHY).

b. ‘Kasasi

" 'Kasasi (cassatic) secara harfish
berarti membatalkan atau memecahkan
suatu pcri(ara yang dlputus oleh
pengwdﬂan dibawah MA. Pengertlan
kasasn, adalah pembatalan atas putusan
pengad:lan dalam tingkat terakhir,
pcnetapan dan perbuatan pengadlian fain
dan hakim yang bertentangan dengan

hukum

Kctentuan mengenai tata cara

_kasasn dl budang perdata, prosesnya

seperti benkut “ini. Terhadap putusan
yang diambil dalam tingkat akhir oleh
pengadllan dalam tingkungan peradilan
umum biasa (rechterluke besllssmgen),
yang merupaka_n putusan dari p_engadn[an
yang sesungguhnya, selain dari butu_san
MA sendiri, dapat dimintakan kasasi

kepadd MA (Sidikno Mertokusumo, 2002).

‘Permohonan kasasi dapat diajukan oleh
para ‘pihak yang berkepentingan, yang
1 dapat diajukan hanya satu kali. '

| kedua kali, karena tidak akan diterima,
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kepada sescorang  yang diberi kuasa

secara khusus.

disampaikan secara tertulis atau lisan
mefalui panitera  pengadilan  yang
menjatubkan  putusan tingkat pertama,
yang telah memutus perkaranya. Dalam
mengajukan permohonan kasasi, pemohon
Wajlb menyampmkan memori kasasi yang
dllakukannya

Pcnyampaian memori  kasasi

memuat alasan-alasan
kasasi. |
dimaksud dilakukan paling lama 14 hari
setelah permohonan  kasasi dicatat.

Apabi!a dalam tenggang waktu 14 hari

kasasi dari pihak yang berperkara, para
pihak dianggap telah menerima putusaﬁ.

Bagi pihak yang hendak mengajukan
tertulis melalui
Pcn:gadilaﬁ HI. Sub Kepaniteraan
Pengadllan HI dalam waktu selambat-
lambatnya 14 han ker_|a terhltung sejak
tanggal
menyampalkan berkas perkara kepada

Ketua MA (Pasd 111 dan 112 uvppm).

- Sub Kepamteraan

penenmaan permohonan kasasi

Setelah pemohon . membayar biaya
perkara, dalam PPHI apabila perkaranya lebih
dari 150 jute, panitera mencatat permohonan
kasasi dalam buku daﬁar untuk itu.

Pelaksanaannya dapat mewakilkan |

akta -

Pada dasarnya, permohonan kasasi dapat

| kashsi, “memori kasasi,

tersebut tidak dilakukan permohonan

pennohonan kasasi, menyampalkan secara |-

‘kekuatan - hukum tetap apabila

Pada hari yang sama membuat |

permohonan  kasasi  yang

‘dilampirkan pada berkas perkara. Setelah

permohonan kasasi terdaftar, panitera

“memberitahukan secara tertulis mengenaij | §

permohonan kasasi ‘tersebut, kepada

pihak lawan (pesat 46 UU No. 14 takun 1985 jo. LU

No. 5 Takwn 2004).

Setelah menerima memori kasasi

dan jawaban terhadap memori kasasi

(surat jawaban termohon Kasasi), panitera
PN setempat mengirimkan permohonan
" jawaban atas
memori kasasi, beserta berkas perkaranya
kepada MA, dalam waktu selambat-

lambatnya 30 bari (Pasal 48 ayat (1) UU | |

No. 14 tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun

2004).

Untuk Putusan Pengadllan Hl berlaku
ketentuan khusus, P_ut_usan pada
Pengadila_n HI mengen.ai.bérs_clis'ihan hak
dan. perselisihan PHK, mempunyai
tidak
diajukan permohonan kasasi kepada MA
dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari
kerja: a) bagi pihak yang hadir, terhitung
sejak putusan -di bacakan dalam sidang
majelis hakim; dan b) bagi pihak yang

tidak - hadir, terhitung sejak tanggal

‘menerima: pemberitahuan putusan - ase

HOUUPPRY.
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(2. Upaya Hokum Luar Biasa

Upaya hukum luar - biasa, dapat
| berupa peninjauan kembali, atau upaya
pihak ketiga.

a. Peninjauan Kembali

Upaya hukum luar biasa, berupa
| | peninjauan kembali (PK) (request civil),
| | merupakan suatu upaya agar putusan
Pengadilan yang telah mempunyai
| | kekuatan hukum tetap Karena tidak ada
ketcntuan Khusus dalain_ 'P_PI'-'II,: tenfunya

termasuk pula putusan Pengadilan HI atau

putusan MA untuk perkara PPHI, yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap |

| (inkracht van gewijsde), dapat dilakukan
apaya hukum PK. Permohonan PK dapat
dilakukan yang
berperkara, kuasa, atau ahli warisnya.

"oleh para  pihak

| Apabila: “selama proses - PK ‘pemohon |

| | meninggal  dunia, permohonan tersebut
dapat diajukan oleh ahli warisnya.
| Permohonan PK hanya dapat dilakukan
satu kali terhadap satu perkara.

PK tidak

menghentikan

Permohonan
menangguhkan  atau
pelaksanalaﬁ putusan
Permohonan PK .'dapat dicabut selama

belum diputus, dan apabila sudah dicabut,

perrmohonan PK tidak dapat diajukan légi

| | (Pasat 66 ayat (1) dun (3), dan 68 UU No. 14 tahun 1985 jo.
| | LU No. 5 Takun 2004).

4l

pcngadi!an. _

T Permohonan PK, atasputusan |

hukum tetap, dapat diajukan -apabila |
didasarkan pada alasan-alasan sebagai | [
berikut: . : .
1) ‘Putusan - didasarkan = pada. suatu
. kebohongan atau tipu muslihat pihak
" lawan ~ yang - diketahui  setelah
perkaranya diputus atau didasarkan
- pada bukti-bukti yang kemudian cleh
*hakim pidana dinyatakan palsu;
2) Setelah. perkara. diputus, - ditemukan
-surat-sufat - bukti -yang bersifat
menentukan yang pada waktu perkara
- ~diperiksa tidak dapat ditemukan; !
3) Telah dikabulkan suatu hal yang tidak | }
dituntut ‘atau febih dari pada ‘yang |
dituntut; - '
Mengenai suatu bagian dari tuntutan
belum diputus tanpa dipertimbangan
.+ sebab-sebabnya; _
5) Antara - -pihak-pihak yang . sama

4)

mengenai suatu soal yang sama, atas
.. dasar yang sama oleh pengadilan
yang sama - atau “sama tingkatnya |
telah -

bertentangan

diberikan putusan Yyang
satu  dengan - yang
lainnya; :
6) Dalam suatu . putusan terdapat
= kekhitafan hakim atau : kekeliruan
< yang Nyata (Pusel 67 UU No. 14 tehun 1985 jo.
. UU No. 5 Tahun:2004).
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kebohongan atau tipu muslihat pihak
-perkaranya- diputus atau didasarkan

hakim pidana dinyatakan palsu, sejak
diketahui - kebohongan _atau tipu

. pihak yang berperkara;
Setelah perkara diputus, ditemukan
-~ surat-surat  bukti - yang  bersifat
menentukan yang pada waktu perkara
diperiksa tidak dapat ditemukan, sejak
ditemukan surat-surat bukti, yang hari
- serta tanggal - ditemukannya harus
dinyatakan dibawah sumpah dan
disahkan  oleh  pejabat  yang

berwenang;

Telah dikabulkan svatu hal yang tidak
dituntut ataulebih dari yang dituntut,

.dari tuntutan belum diputus tanpa

dipertimbangan sebab-sebabnya, atau
--apabila dalam suaty putusan terdapat |
. suatu kekhilafan hakim : atau suatu

memperoleh kekuatin hukum- tetap

-~ Tenggang'  waktu. - pengajuan
| permohionan  PK. adalah - 180 hari; untuk | :-
I | hal-hal sebagai berikut: -

|| 1) Putusan  didasarkan - pada  suatu

- lawan, -yang diketahui setelah
pada bukti-bukti yang kemudian oleh |
muslihat atau sejak putusan pidana |

- memperoleh ‘kekuatan -hukum tetap,
dan telah diberitahukan kepada para |

atau apabila mengenai suatu bagian

dan telah diberitahukan kepada para | |
. pihak yang berperkara;

4)° Antara - pihak-pihak - yang sama
mengenai suatu soal yang sama,. atas

dasar yang sama oleh pengadilan | [}
yang sama atau samatmgkatnya telah + §

diberikan putusan yang bcrtentangan
“satu -dengan yang lainnya, sejak
putusan  yang  ‘terakhir - dan ]
- bertentangan .~ itu . memperoleh
_kekuatan hukum tetap dan telah | |
diberitahukan kepada pihak .yz'l:l'lg
berpcrkara (musv UU No.14.Tahun 1985 jo UU | |
'Nasmm 2004 |

Pe‘mohonan PK diajukan kepada | |
Ketua MA, melalui Ketua PN yang
memutus perkara-pada tingkat pertama,
Untuk -itu, pemohon dikenai biaya
perkara, . kecuali untuk - perkara PPHI | §
apabila nilai gugatannya kurang dari. 150 | |
juta rupiah (Pesal 70 ayar (1) UU Ne. 14 Tahun 1965 |
Jo. UU No. 5 Takun 2004, dan Pasal 58 UUPPHY).

Dengan dilakukannya upaya hukum. PK,

tidak . menangguhkan. atau mengentikan
pelaksanaan putusan pengadilan.

Untuk melindungi  pihak  yang
menang dalam berperkara, ketua majclis
hakim Pengadllan HI dapat mengeluarkan
putusan yang dapat dllaksanakan leblh
dahulu, mcsklpun putusannya dlajukan

: perlawanan atau kasasn (rmm aya (2) UU Ne.
kekeliruan yang. nyata, sejak putusan

14 Taksn 1985 jo. UU No. $ Tahun 2004, dan rm: 108
vUPPHy.
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“Permohonan  PK diajukan oleh
pemohon  secara tertulis dengan
| menyebutkan sejelas-jefasnya alasan yang
dijadikan dasar permohonan. Permohonan
| dimasukkan ke kepaniteraan PN yang
| | memutus perkara pada tingkat pertama.
Apabila pemohon tidak™ dapat menulis,

pemohon menguraikan secara lisan ™ di

|| hadapan Ketia PN atau hakim yang

[ | ditunjuk, yang akan ‘membuat catatan
tentang pennohonén tersebut dan alasan-
| | alasannya Pasal 71 UU No. 14 Yahun 1985 jo. UU No. 5

Takun 2004),

| Panitera Pengadilan dalam
| waktu 14

mengirimkan/memberikan

‘setempat
hari wajib
salinan
| permohonan PK kepada I_aiwan pemohon
| | dengan maksud, jika PK didasarkan atas
i | suatu keBohdngan_/tipu muslihat atau bukti
palsu berdasarkan putusan hakim, maka
pihak lawan ada kesempatan mengajukan
jawabannya.Apabila peﬁnohonan PK
diajukan atas alasan, putusan melibih dari
yang dituntut, ada bagian tuntutan yang
belum diputus, ada putusan atas perkara
yang sama yang putusanya bertentang.an,
atau  terdapat kekhilafan/kekeliruan
hakim .  yang nyata,
dimaksud dapat diketahui oleh pihiak

lawan.

alasan-alasan

Tenggang =~ waktu  pihak  lawan | |}
méngajukan jawaban adalah 30 hati | §
setelah ditefimanya saliian permohonati | |
PK. Surat jawaban diserahkan/dikirimkan | [
kepada Pengadilan yang meniutus [
perkara pada tingkat pertama. Pada surat 1
Jawaban dlmasud oleh panitera dlbubuhi'
cap, hari  serta
Jawaban tersebut. _
Salinan jawaban dlmaksud dlsampalkanf i
dlkmmkan kepada pemohon PK .

Permohonan PK beserta berkas
perkara dan l:uayanya, oleh pamtera
pengadllan PN dlklrlmkan ke MA
se!ambat—lambatnya dalam jangka waktu
30 hari. Untuk permohonan PK,. tidak |

diadakan surat menyurat antara perhohon

tanggal diterimanya 1

dan/atau pihék fain dengan MA (Pasal 72 UU |

No. 14 Tahun 1985 jo. U/ No. 5 Tahun 2004).
b. Upaya Pihak Ketiga

Upaya
(derden vemet), merupakan upaya hukum

hukum pihak ketiga

luar biasa yang dilakukan oleh” pthak
ketiga melawan putusan hakim yang
Dalam
perkara perdata umum, prakiek yang

merugikan  kepentingannya.’
berlangsung dalam. kasus gugatan oleh
pihak ketiga ini- misalnya mengenai sita
atas dasar milik, dimana barang yang ||
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I - Perlawanan pihak ketiga diajukan
| | kepada Ketua PN yang melakukan
| penyitaan (pasat 195 ayat (6) HiR, dan Pusal 206 ayer
I |

Dalam perkara PPHI, upaya

| hukum ini dapat terjadi,_' misalnya ada

hak yang diputus oleh
HI.  Putusan
hak-hak
mengabulkan sita jamman yang diajukan

perselisihan
| pengadilan
menetapkan

tersebut
pekerja - dan
pekerja, mrsalnya terhadap mobit yang
: dipergunakan oleh peru_sahaan. Temyata
| | mobil tersebut adalah mobil yang disewa
_ perusahaan dari pihak ketiga. Dalam hal
| ini pemohon (pemilik mobil) mengajukan

permohonan agar putusan sita jamman

perlawanan dari plhak ketiga selaku
pemohon, dapat dibatalkan. '

E. PELAKSANAAN PUTUSAN
Dalam Hukum Acara Perdata, dikenal tiga
macam eksekusi, yaitu: 1) membayar

sejumlah uang, 2) ‘melakukan  suatu

tidak bergerak.
1. Membayar Sejumish Uang

Untuk - melaksanakan - hukuman
yang berupa pembayaran sejumiah uang
dilakukan dengan penjualan ‘melalui
lelang terhadap barang-bamng milik pihak
yang kalah  dalam berperkara, sampai

atas mobil dlmaksud, yang menjadi pokok'

perbuatan, dan 3).mengosongkan barang |

. dapat ‘melunasi  seluruh
kewajibannya, x dltambah

pelaksanaan eksekusi.

biaya

Eksekusi - ditakukan terhadap barang- | [f
barang pihak yang kalah: yang ‘datem |
proses berperkara, yang telah ditentukan
sebagai sita jaminan atau belum. Pada |
tahap pertama, PN meletakkan sita
eksekusi (executoir bes!ag) atas barang- |
barang milik pihak yang kalah dalam' i
berperkara Penjualan harang dimulai dari

* bergerak, apabila  belum
mencuku]ﬂ baru terhadap “barang tidak
bergerak. Biasanya eksekusi difakukan
didahului dengan pengumuman lelang

{Pasol 197 HIR dan Pasal 208 RBp).
2. Melakukan Suatu Perbuatan

Dalam pr'aktckn'ya eksekusi untuk
melakukan suaty perbuatan " adalah
eksekus: yang hanya dapat dilakukan
sendiri oleh pihak yang kalah secara | |
sukarela, seperti misalnya kewajiban
untuk Zmempékerjakan_ kembali pekerja.
Apabila pihak yang kalah tidak bersedia
melaksanakan hukuman untuk melakukan
suatu perbuatan dalam waktu yang
ditentukan,piliak yang menang berperkara
berperkara dapat

‘meminta  kepada

‘Ketua PN agar perbuatan yang sedianya
| dilaksaniakan tersebut oleh  pihak ‘yang

kalah, diganti dengan nilai scjumlah vang
(Pasal 225 HIR dan Passl 259 RBy). :
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| Dalam pelaksanaan penilaian penggantian

| dengan sejumlah vang ini, pemlalannya

_ dilakukan oleh Ketua PN yang
| | bersangkutan, dengﬁn mengganti putusan
| majelis hakim yang memutus perkara
._ dengan putusan baru. Ketentuan yang
i sama juga dapat dilakukan terhadap
| putusan MA, penetapan putusan atas
penilaian penggantian dengan sejumlah
11 uang ini, dilakukan tidak dalam sidang

yang dinyatakan terbuka untuk umum
(Retmowulan Sutantlo dan Iskandur Oaipkmfmra. 1969}

3. Mengosongkan Barang Tidak
- Bergerak

" Pelasanaan mengosongkan barang
yang tidak bergerak (eksekusi riil),
dilaksanakan apabila pihak yang kalah
berkara tidak bersedia melaksandkan
putusan dérigan sukarela. Pelaksanaannya
dilakukan .oleh jurusita. Barang tidak
bergerak itu, . dikosongkan dari orang
yang menempatinya dan segala barang
yang ada didalamnya (Pasael 1033 Rv). .

~ Proses penyelesaian perselisihan
hubungan  industrial pada  tingkat
 Pengadilan ~ Negeri, secara skematik
dapat digambarkan sebagaimana bagan
pada halaman berikut.
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PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI

Penelapan Majstis Hakim

" Penetapan Hari Sidang

" Pamanggien Para Pihak




